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ABSTRAK

Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sering Kkali
mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk
pemasungan. Kondisi ini menuntut perlindungan hukum yang
memadai, terutama dari institusi yang berwenang seperti Dinas
Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum
terhnadap ODGJ dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY dan
bagaimana perlindungan tersebut ditinjau dari perspektif magashid
syariah. Dua rumusan masalah utama yang diangkat adalah: (1)
Bagaimana Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menangani
Orang Dengan Gangguan Jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta?
(2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang dengan
gangguan jiwa dalam perspektif magashid syariah?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam, dan dokumentasi. Tiga teori utama yang
digunakan dalam analisis adalah teori perlindungan hukum, teori
hak asasi manusia, dan teori maqgashid syariah. Teori perlindungan
hukum digunakan untuk memahami bagaimana regulasi dan
implementasi kebijakan dilaksanakan, teori hak asasi manusia
untuk melihat kesesuaian perlindungan dengan standar
internasional, dan teori magashid syariah untuk menilai kesesuaian
dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum
terhadap ODGJ di Dinas Sosial DIY telah diupayakan melalui
berbagai langkah, termasuk verifikasi kasus pemasungan dan
penyediaan perawatan medis. Namun, implementasi di lapangan
masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pelaporan dari
tingkat kelurahan. Dari perspektif magashid syariah, upaya
perlindungan ini mencerminkan komitmen terhadap pemenuhan
prinsip-prinsip dasar syariah seperti perlindungan jiwa, akal, dan
kesejahteraan. Implementasi kebijakan ini tidak hanya memenuhi
aspek hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral
dan etika dalam Islam, menunjukkan bahwa perlindungan ODGJ



sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, ODGJ, Dinas Sosial DIY,
Magashid Syariah.



ABSTRACT

People with Mental Disorders (ODGJ) often face
discrimination and inhumane treatment, including shackling. This
situation demands adequate legal protection, especially from
competent institutions like the Social Services of the Special
Region of Yogyakarta (DIY). This study aims to examine how
legal protection for ODGJ is implemented by the Social Services
of DIY and how this protection is viewed from the perspective of
magashid sharia. The two main research questions are: (1) How is
legal protection for people with mental disorders carried out by the
Social Services of the Special Region of Yogyakarta? (2) How is
the legal protection for people with mental disorders viewed from
the perspective of magashid sharia?

This research employs a qualitative method with a
descriptive-analytical approach. Data were collected through in-
depth interviews, observation, and documentation studies. Three
main theories used in the analysis are the theory of legal protection,
human rights theory, and magashid sharia theory. The theory of
legal protection is used to understand how regulations and policy
implementations are carried out, human rights theory to see the
alignment of protection with international standards, and magashid
sharia theory to assess the conformity with Islamic principles.

The results indicate that legal protection for ODGJ by the
Social Services of DIY has been pursued through various
measures, including verification of shackling cases and the
provision of medical care. However, field implementation still
faces challenges, particularly in terms of reporting from the village
level. From the perspective of magashid sharia, these protective
efforts reflect a commitment to fulfilling basic sharia principles
such as the protection of life, intellect, and dignity. The
implementation of these policies not only meets positive legal
aspects but also integrates moral and ethical values in Islam,
showing that the protection of ODGJ aligns with principles of
justice and humanity.



Keywords: Legal protection, ODGJ, Social Services DIY, human
rights, magashid sharia
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prevalensi gangguan jiwa di Indonesia merupakan
masalah yang sangat penting dan perlu dihadapi dengan
serius. Menurut kutipan dari Kementerian Kesehatan
Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia yang
mengalami gangguan jiwa tidak tertangani dengan baik.!
Hal ini menunjukkan bahwa ada banyak individu yang
mengalami gangguan jiwa di Indonesia, tetapi tidak
mendapatkan pendukung yang cukup untuk mengatasinya.
Hasil survei I-NAMHS menunjukkan bahwa satu dari tiga
remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental.? Hal

ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental di

' Alfina, Darurat Kesehatan Mental bagi Remaja,
https://egsa.geo.ugm.ac.id/2020/11/27/darurat-kesehatan-mental-bagi-remaja/
diakses pada tanggal 7 Mei 2024.

2 Gloria, Hasil Survei I-NAMHS: Satu dari Tiga Remaja Indonesia
Memiliki Masalah Kesehatan Mental, https://ugm.ac.id/id/berita/23086-hasil-
survei-i-namhs-satu-dari-tiga-remaja-indonesia-memiliki-masalah-kesehatan-
mental/ diakses pada tanggal 7 Mei 2024.
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Indonesia menyebar luas dan tidak hanya terbatas pada
individu dewasa, tetapi juga pada remaja.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Jogja pada
2024, ditemukan sebanyak 3.239 orang dengan gangguan
jiwa (ODGJ) dengan prevalensi 0,78% dan 1.285 di
antaranya ODGJ kategori berat.> Hal ini menunjukkan
bahwa gangguan jiwa merupakan masalah yang sangat luas
dan perlu dihadapi dengan serius. Urgen perlindungan
hukum terhadap gangguan jiwa di Indonesia sangat
penting. Perlindungan hukum dapat membantu masyarakat
Indonesia yang mengalami gangguan jiwa untuk
mendapatkan pendukung yang cukup untuk mengatasinya.
Hal ini dapat membantu masyarakat Indonesia untuk lebih
lancar dan mengatasi gangguan jiwa yang mereka alami.
Tidak hanya itu, perlindungan hukum juga dapat

membantu mengatasi stigma yang dihadapi oleh

3 Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Memperingatai
HKJS Tahun 2024 Dinas Kesehatan DIY Selenggarakan Kampanye P3LP di
Tempat Kerja, https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/memperingatai-hkjs-
tahun-2024-dinas-kesehatan-diy-selenggarakan-kampanye-p3Ip-di-tempat-
kerja diakses pada tanggal 24 Januari 2025.
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masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan jiwa.
Stigma dapat mempengaruhi individu dalam mengatasi
gangguan jiwa mereka, sehingga perlindungan hukum
dapat membantu mengatasi stigma ini dan membantu
masyarakat Indonesia untuk mengatasi gangguan jiwa
mereka dengan lebih lancar.

Selain itu, perlindungan hukum juga dapat
membantu mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada
di Indonesia untuk mengatasi gangguan jiwa. Keterbatasan
sumber daya ini dapat mempengaruhi kemampuan
Indonesia untuk mengatasi gangguan jiwa yang luas dan
menyebar luas. Dalam mengatasi gangguan jiwa di
Indonesia, perlindungan hukum juga dapat membantu
dalam meningkatkan pengenalan tentang gangguan jiwa di
Indonesia. Hal ini dapat membantu masyarakat Indonesia
untuk lebih memahami gangguan jiwa dan mengatasinya
dengan lebih lancar. Dengan perlindungan hukum terhadap
gangguan jiwa di Indonesia, masyarakat Indonesia dapat

lebih lancar dalam mengatasi gangguan jiwa mereka dan



membantu masyarakat Indonesia untuk lebih baik dalam
mengatasi gangguan jiwa yang mereka alami.

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Daerah
Istimewa Yogyakarta, yang merupakan kota terbesar di
wilayah tersebut. Kota ini memiliki populasi yang cukup
besar, sekitar 500.000 orang.* Kota Yogyakarta memiliki
infrastruktur kesehatan yang cukup baik, dengan adanya
rumah sakit, poliklinik, dan pusat kesehatan lainnya.
Namun, masalah kesehatan jiwa (ODGJ) di Indonesia
masih belum diperhatikan secara cukup.

Kebijakan sosial yang ada di Kota Yogyakarta juga
perlu diperhatikan. Kebijakan sosial merupakan upaya
pemerintan  untuk  membantu  masyarakat  yang
terdampingi, termasuk orang dengan gangguan jiwa
(ODGJ). Namun, ada masalah yang perlu diperhatikan,

seperti kekurangan sumber daya dan keterbatasan

Sejuta

4 DPMPTSP Kota Yogyakarta, “Yogyakarta, Kota Istimewa dengan
Kenangan dan Keunikan”,

https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/detail/74/yogyakarta, kota istimewa

dengan_sejuta_kenangan_dan_keunikan diakses pada tanggal 7 Mei 2024.
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pendanaan yang dapat mengganggu pengembangan
kebijakan sosial.> Pemerintah harus lebih proaktif dalam
mengatasi masalah perlindungan hukum khususnya bagi
masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan jiwa.
Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan hak-
hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenanganya.$
Kondisi kesehatan jiwa membutuhkan perhatian
lebih besar, karena masalah ini dapat menyebabkan
masalah yang lebih besar, seperti penyakit, kegagalan
belajar, dan masalah ekonomi. Pemerintah harus
memperkuat perlindungan hukum terhadap ODGJ, seperti
dengan melakukan pengembangan kebijakan sosial yang
lebih  baik, melakukan pengembangan infrastruktur

kesehatan yang lebih baik, dan melakukan pengembangan

5 Enggar W dan Gugun E, “Interkoneksi Magqashid Syariah Terhadap
Kebijakan Pemerinth Kabupaten Gunungkidul Dalam Penanggulangan Kasus
Bunuh Diri,” Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 5:1 (Juli 2023), him 160.

¢ DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta, “Sejarah Singkat Daerah
Istimewa Yogyakarta,” http://dpad.jogjaprov.go.id/article/news/vieww/sejarah-
singkat-daerah-istimewa-yogyakarta-1482 diakses pada tanggal 7 Mei 2024.
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program pendidikan yang lebih baik. Perlindungan hukum
terhadap ODGJ merupakan upaya untuk mengusahakan
pengamanan, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia
yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan
hukum dari kesewenanganya. Hal ini merupakan hal yang
sangat penting, terutama karena masalah kesehatan jiwa di
Indonesia masih belum diperhatikan secara cukup.
Pemerintah Kota Yogyakarta telah
mengembangkan beberapa kebijakan dan praktik
perlindungan hukum terhadap ODGJ, seperti:

1. Pengembangan infrastruktur kesehatan: Pemerintah
Kota Yogyakarta telah melakukan pengembangan
infrastruktur kesehatan yang lebih baik, seperti
membangun rumah sakit baru dan memperbaiki
fasilitas pusat kesehatan lainnya.

2. Pengembangan program pendidikan: Pemerintah
Kota Yogyakarta telah membangun program
pendidikan yang lebih baik, seperti program

pendidikan mengenai kesehatan jiwa dan gangguan



jiwa.

3. Pengembangan kebijakan sosial: Pemerintah Kota
Yogyakarta telah membangun kebijakan sosial
yang lebih baik, seperti program bantuan sosial
untuk masyarakat yang mengalami gangguan jiwa.

4. Pengembangan program pengawasan: Pemerintah
Kota Yogyakarta telah membangun program
pengawasan yang lebih baik, seperti program
pengawasan kesehatan jiwa di kampus-kampus di
Kota Yogyakarta.

Dari perspektif magashid syariah, perlindungan
hukum terhadap gangguan jiwa sangat penting, karena
syariah membangun kehidupan manusia dalam tiga aspek
utama, vyaitu dengan keadilan, kebersamaan, dan
keamanan. Perlindungan hukum terhadap gangguan jiwa
dapat membantu masyarakat Indonesia untuk mengatasi
gangguan jiwa mereka dengan cara yang sesuai dengan
syariah.

Berdasarkan hal sebagaimana di atas, maka penulis



tertarik untuk membahas tentang permasalahan tersebut
dengan judul “Implementasi Undang Undang Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Perlindungan
Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang

Ditangani Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta)”

B. Rumusan Masalah
Dari penjelasan di atas, penulis merinci beberapa hal
yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini,
termasuk sebagai berikut:

1. Bagaimana Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa di Daerah
Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang
dengan gangguan jiwa dalam perspektif magashid

syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian

Mengambil dasar dari pernyataan masalah yang telah



dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian termasuk hal-hal

berikut:

a. Meneliti penanganan terhadap orang dengan

gangguan jiwa di Dinas Sosial Daerah Istimewa

Yogyakarta.

b. Meneliti perlindungan hukum terhadap orang

dengan gangguan jiwa dalam perspektif magashid

syariah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

2)

kontribusi pengetahuan  baru  tentang
perlindungan hukum dan hak asasi orang
dengan gangguan jiwa, khususnya di
Yogyakarta. Hal ini akan membuka wawasan
baru dalam bidang hukum dan studi Islam
terkait perlindungan ODGJ.

Di lingkungan akademik, hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi dorongan atau
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motivasi bagi penelitian lanjutan dalam bidang
yang sama atau terkait, serta dapat menjadi
bahan diskusi dalam pengembangan teori dan

literatur terkait HAM dan kesehatan mental.

b. Secara Praktis

1)

2)

Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini
akan memberikan pemahaman yang lebih baik
tentang perlindungan hukum dan hak asasi
orang dengan gangguan jiwa dalam konteks
Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi ini
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan
pemahaman tentang isu-isu kesehatan mental di
masyarakat.

Untuk kalangan akademisi, penelitian ini dapat
dijadikan sebagai sumber referensi tambahan
atau peningkatan pengetahuan secara umum,
serta dapat memperluas wawasan tentang
perlindungan hukum dan implementasi

magashid syariah dalam konteks kesehatan
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mental.

3) Membantu dalam merancang dan merevisi
kebijakan kesehatan mental yang lebih inklusif
dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, baik di
tingkat nasional maupun regional. Hal ini dapat
meningkatkan ~ kualitas  perawatan  dan
perlindungan hak bagi individu dengan
gangguan jiwa, termasuk di berbagai lembaga
kesehatan mental seperti Dinas Sosial Daerah

Istimewa Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sampai saat ini, telah ada banyak kajian ilmiah
yang mengulas tentang perlindungan hukum dan hak asasi
manusia bagi individu yang mengalami gangguan jiwa.
Fenomena ini menjadi fokus penelitian yang menarik, dan
penulis bermaksud untuk membandingkan hasil penelitian
yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan
dilaksanakan, sebagai upaya untuk mengidentifikasi

perbedaan antara penelitian yang satu dengan yang lain,
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terutama dalam konteks judul atau tema yang menjadi
fokus penelitian penulis. Berikut adalah beberapa studi
terdahulu yang terkait dengan aspek perlindungan hukum
dan hak asasi manusia bagi individu dengan gangguan
jiwa.

Pertama, skripsi yang berjudul “Islam dan Hak
Asasi Manusia bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi
Undang-undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Jiwa)” yang ditulis oleh Ikhsan Nasuha pada Tahun 2022
dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kaijaga Yogyakarta. Penelitian mengenai "Islam
dan Hak Asasi Manusia bagi Orang dengan Gangguan
Jiwa" memusatkan perhatian pada hubungan antara ajaran
Islam dan hak asasi manusia, dengan mengeksplorasi
konsep-konsep dan prinsip-prinsip Islam yang relevan
dalam konteks perlindungan hak individu yang mengalami
gangguan jiwa. Penelitian ini melibatkan pendekatan studi
literatur dan analisis dokumen untuk menjelajahi prinsip-

prinsip Islam dan kerangka hukum yang ada, dengan fokus
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pada dimensi teoritis dan filosofis.” Adapun perbedaan
peneltian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh
penulis adalah penelitian yng dilakukan oleh penulis lebih
terfokus pada pemahaman dan implementasi konkret
perlindungan hukum positif dan hak asasi manusia dalam
setting rumah sakit jiwa. Studi penulis cenderung
menggunakan metode studi kasus di Dinas Sosial Daerah
Istimewa Yogyakarta, yang melibatkan wawancara, dan
analisis data empiris untuk memahami pelaksanaan hak
asasi manusia dan perlindungan hukum dalam konteks
praktik nyata di dinas sosial.

Kedua, skripsi yang dilakukan oleh Noviana Hesti
Widiati pada tahun 2021 dari Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta dengan judul ‘Pelayanan Sosial terhadap
Orang Dengan Gangguan Jiwa di Yayasan Dzikrul

Ghofilin Wadaslintang Wonosobo.” Penelitian tersebut

7 Ikhsan Nasuha, “Islam dan Hak Asasi Manusia bagi Orang Dengan
Gangguan Jiwa (Studi Undang-undang No.18 Tahun 2014),” Skripsi,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2022).
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menitikberatkan pada aspek pelayanan sosial yang
diberikan kepada individu dengan gangguan jiwa di
Yayasan Dzikrul Ghofilin. Penelitian tersebut mencakup
evaluasi program, ketersediaan sumber daya, dan dampak
sosial dari pelayanan yang diberikan. Fokusnya lebih
kepada upaya pemberdayaan dan pemulihan melalui
pelayanan sosial di yayasan tersebut.® Perbedaan penelitian
tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis
adalah penelitian penulis lebih menekankan pada aspek
hukum dan hak asasi manusia yang melibatkan individu
dengan gangguan jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penelitian penulis mencakup analisis terhadap kepatuhan
terhadap undang-undang, praktik-praktik hukum positif,
dan bagaimana hak asasi manusia diimplementasikan.
Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Kevin Jerrick
Pangestu, | Nyoman Gede Sugiartha dan I. G. A. A. Gita

Pritayanti Dinar pada tahun 2022 dengan judul

8 Noviana Hesti Widiati, “Pelayanan Sosial terhadap Orang Dengan
Gangguan Jiwa di Yayasan Dzikrul Ghofilin Wadaslintang Wonosobo,” Skripsi,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).
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“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
yang Mengalami Gangguan Jiwa.” Penelitian tersebut
cenderung menyoroti aspek hukum yang berkaitan dengan
individu yang melakukan tindak pidana dan sekaligus
mengalami gangguan jiwa. Fokus penelitian ini lebih pada
pertimbangan hukum dan sistem peradilan pidana terhadap
pelaku tindak pidana yang memiliki kondisi gangguan
jiwa, dengan penekanan pada pertanggungjawaban hukum
dan perlakuan khusus dalam proses peradilan.’ Perbedaan
penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah
penelitian  yang dilakukan oleh  penulis lebih
menitikberatkan pada perlindungan hukum positif dan hak
asasi manusia untuk individu dengan gangguan jiwa di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini mungkin lebih
melibatkan analisis terhadap perlindungan hukum dan
implementasi hak asasi manusia dalam konteks pelayanan

kesehatan mental, dengan Dinas Sosial Daerah Istimewa

% Kevin Jerrick Pangestu dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku
Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa,” Jurnal Analogi Hukum, Vol
4:3 (2022), him 293-298.
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Yogyakarta sebagai fokusnya.

Keempat, adalah jurnal yang ditulis oleh Faliqul
Isbah pada tahun 2023 dengan judul “Perlindungan dan
Hak Asasi Manusia Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa:
Sebuah Analisis Perspektif HAM Terhadap Pemasungan.”
Penelitian tersebut terfokus pada aspek pemasungan
individu dengan gangguan jiwa. Penelitian ini lebih
berorientasi pada analisis dampak dan implikasi
pemasungan terhadap hak asasi manusia, serta bagaimana
perspektif HAM dapat memberikan sudut pandang Kritis
terhadap praktik tersebut. Penelitian ini melibatkan
penelusuran kasus pemasungan, analisis regulasi terkait,
dan upaya untuk merumuskan solusi yang lebih sesuai
dengan prinsip-prinsip HAM.!® Perbedaannya dengan
penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian

penulis lebih menekankan pada perlindungan hukum

10 Faliqul Ishbah, “Perlindungan dan Hak Asasi Manusia bagi Orang
Dengan Gangguan Jiwa: Sebuah Analisis Perspektif HAM terhadap
Pemasungan,” Jurnal Penelitian IImu-1Imu Sosial, Vol 1:3 (Oktober 2023), him
1-4.
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terhadap ODGJ secara umum, dengan pendekatan dari
perspektif magashid syariah dan studi kasus pada Dinas
Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian,
meskipun keduanya berkaitan dengan perlindungan dan
hak asasi manusia bagi individu dengan gangguan jiwa,
fokus dan pendekatan khusus dari masing-masing
penelitian berbeda.

Kelima, merupakan jurnal yang ditulis oleh
Muhammad Arifianto Surya Wicaksono dan Indri
Susilowati pada tahun 2019 dengan judul “Perlindungan
Hukum Hak Penyandang Gangguan Jiwa Yang
Menggelandang Di Kabupaten Jombang.” Penelitian
tersebut menempatkan perhatian pada kondisi dan
perlakuan terhadap individu dengan gangguan jiwa yang
terlibat dalam kegiatan menggelandang di wilayah tertentu.
Penelitian tersebut cenderung lebih terfokus pada aspek
sosial dan kehidupan sehari-hari mereka yang melibatkan
aspek perilaku menggelandang, serta bagaimana

perlindungan hukum dapat diperkuat untuk meningkatkan
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kesejahteraan mereka di tingkat lokal, khususnya di
Kabupaten Jombang''. Sementara itu, penelitian yang
dilakukan penulis lebih menekankan pada perlindungan
hukum terhadap ODGJ secara umum, dengan pendekatan
dari perspektif magashid syariah dan studi kasus pada
Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan
demikian, meskipun keduanya menangani isu Yyang
melibatkan gangguan jiwa, fokus dan pendekatan khusus
dari masing-masing penelitian berbeda.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Ratih Pertama
Sari pada tahun 2022 dari Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan
Jiwa Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial
Kota Bandar Lampung.” Penelitian tersebut berfokus pada

perspektif hukum Islam dalam konteks perlindungan

' Muhammad Arifianto Surya Wicaksono dan Indri Fogar Susilowati,
“Perlindungan Hukum Hak Penyandang Gangguan Jiwa yang Menggelandang
di Kabupaten Jombang,” Novum: Jurnal Hukum, Vol 6:1 (Januari 2019), him 1-
11.
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hukum bagi individu dengan gangguan jiwa, dengan Dinas
Sosial Kota Bandar Lampung sebagai lokasi studi.
Penelitian tersebut melibatkan analisis terhadap aspek
hukum Islam yang berlaku dan praktik perlindungan di
lingkungan sosial, termasuk dukungan yang diberikan oleh
pemerintah setempat.'> Perbedaannya dengan penelitian
penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih
menekankan pada analisis perlindungan hukum positif dan
hak asasi manusia dalam lingkup kesehatan mental.
Penelitian penulis melibatkan evaluasi terhadap efektivitas
perlindungan hukum dan hak asasi manusia dalam konteks
pelayanan kesehatan jiwa.

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Azzahra Dwi
Rizki pada tahun 2021 dari Fakultas Hukum Universitas
Pasundan Bandung dengan judul “Perlindungan Hukum
Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar di

Jalanan Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 18

12 Ratih Permata Sari, “Perlindungan Hukum terhadap Orang Dengan
Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam,” Skripsi, Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung (2022).
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Tahun 2014 Di Kota Bandung.” Penelitian tersebut
menitikberatkan pada situasi sosial orang dengan gangguan
jiwa yang terlantar di jalanan di Kota Bandung. Penelitian
ini mengeksplorasi bagaimana undang-undang tertentu,
yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, dapat
memberikan perlindungan hukum kepada populasi yang
rentan ini di konteks kota tertentu.'® Perbedaannya dengn
penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih
mendalam dalam menjelajahi implementasi perlindungan
hukum dari perspektif magashid syariah, terutama melalui
studi kasus di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penelitian saya menyoroti bagaimana prinsip-prinsip
magashid syariah dapat diaplikasikan dalam konteks
pelayanan kesehatan mental, dengan menekankan peran
lembaga kesehatan tersebut dalam melindungi hak-hak

pasien ODGJ.

13 Azzahra Dwi Rizki, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang dengan
Gangguan Jiwa yang Terlantar di Jalanan Dihubungkan dengan Undang
Undang Nomor 18 Tahun 2014 di Kota Bandung,” Skripsi, Universitas
Pasundan Bandung (2021).



21

E. Kerangka Teoretik
Kerangka teoretik berfungsi sebagai alat analisis
yang digunakan dalam mengembangkan suatu karya
ilmiah. Oleh karena itu, untuk mengatasi suatu
permasalahan dan memberikan jawaban terhadap inti
permasalahan yang ada, dalam penelitian ini, penulis
memanfaatkan beberapa teori yang sesuai untuk
menganalisis inti permasalahan tersebut.
1. Teori Hak Asasi Manusia
Teori hak asasi manusia (HAM) dalam kesehatan
mental didasarkan pada prinsip-prinsip HAM yang
melindungi setiap individu dari diskriminasi dan
perlakuan tidak adil dalam hal kesehatan mental. Hak
asasi manusia dalam kesehatan mental mencakup
beberapa aspek penting. Pertama, setiap individu
berhak dilindungi dari risiko kesehatan mental dan
memiliki akses terhadap layanan kesehatan mental
yang tersedia dan berkualitas. Kedua, hak atas

kesehatan mental juga mencakup hak atas kebebasan,
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kemandirian, serta hak untuk mendapatkan informasi
yang akurat dan transparan tentang kondisi kesehatan
mental mereka. Terakhir, teori HAM dalam kesehatan
mental menekankan pentingnya perlindungan terhadap
individu yang mengalami gangguan kesehatan mental
dari diskriminasi dan stigmatisasi di masyarakat.
Kesehatan mental adalah hak asasi manusia yang
universal, dan negara harus melakukan segala upaya
yang mungkin, dengan sumber daya yang tersedia,
untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi semua orang
tanpa terkecuali.'*

Dalam konteks kesehatan mental, teori HAM juga
menekankan bahwa setiap orang berhak atas standar
kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai.
Kesehatan mental bukan hanya tentang kemampuan

seseorang untuk mengelola pikiran, emosi, dan

4 Ari Binsar, “Kesehatan Mental adalah Hak Asasi Manusia,”
https://www.rri.co.id/kesehatan/393066/kesehatan-mental-adalah-hak-asasi-
manusia?utm_campaign=General+Campaign&utm_medium=internal_link&ut
m_source=popular_home diakses pada tanggal 18 Desember 2023.



https://www.rri.co.id/kesehatan/393066/kesehatan-mental-adalah-hak-asasi-manusia?utm_campaign=General+Campaign&utm_medium=internal_link&utm_source=popular_home
https://www.rri.co.id/kesehatan/393066/kesehatan-mental-adalah-hak-asasi-manusia?utm_campaign=General+Campaign&utm_medium=internal_link&utm_source=popular_home
https://www.rri.co.id/kesehatan/393066/kesehatan-mental-adalah-hak-asasi-manusia?utm_campaign=General+Campaign&utm_medium=internal_link&utm_source=popular_home

23

perilaku, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial,
budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan. Oleh karena
itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan
bahwa hak asasi manusia dalam kesehatan mental
dipenuhi melalui kebijakan nasional, perlindungan
sosial, standar hidup, kondisi kerja, dan dukungan
masyarakat.!'’

Dengan demikian, teori HAM dalam kesehatan
mental menegaskan pentingnya perlindungan, akses,
dan perlakuan yang adil bagi setiap individu dalam
konteks kesehatan mental. Hal ini mencakup upaya
untuk mengurangi  stigma, diskriminasi, dan
menyediakan akses yang setara terhadap layanan
kesehatan mental. Melalui implementasi teori HAM
dalam kesehatan mental, diharapkan setiap individu

dapat memperoleh perlindungan dan akses yang layak

'S Amnesty International, “Kesehatan Mental Adalah Hak Asasi,”
https://www.amnesty.id/kesehatanmental/ diakses pada tanggal 18 December
2023.



https://www.amnesty.id/kesehatanmental/
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dalam upaya memelihara kesehatan mental mereka.!®
2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan teori yang
menggambarkan cara dan tujuan perlindungan hukum
terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari
perspektif magashid syariah. Maqgashid syariah adalah
tujuan utama syariah yang mencakup keadilan,
kebersamaan, dan keamanan.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua macam:
perlindungan hukum preventif dan perlindungan
hukum represif.!” Perlindungan hukum preventif
memungkinkan  masyarakat untuk  mengajukan
keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan dibuat,

sementara perlindungan hukum represif bertujuan

16 Fitri Haryanti Harsono, “Hari Kesehatan Mental Sedunia 2023:
Kesehatan Mental itu Hak Asasi Manusia yang Universal,”
https://www.liputan6.com/health/read/5419509/hari-kesehatan-mental-
sedunia-2023-kesehatan-mental-itu-hak-asasi-manusia-yang-universal diakses
pada tanggal 18 December 2023.

17 Zennia A, “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bsgi
Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai,” Jurnal
Privat Law, Vol. 9, No. 1, (Juni 2021) him. 222.



https://www.liputan6.com/health/read/5419509/hari-kesehatan-mental-sedunia-2023-kesehatan-mental-itu-hak-asasi-manusia-yang-universal
https://www.liputan6.com/health/read/5419509/hari-kesehatan-mental-sedunia-2023-kesehatan-mental-itu-hak-asasi-manusia-yang-universal
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untuk menyelesaikan sengketa dengan penanganan

perlindungan bagi rakyat oleh peradilan umum di

Indonesia.

Teori Perlindungan Hukum dalam konteks
penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ
Perspektif Magashid Syariah (Studi: Dinas Sosial
Daerah Istimewa Yogyakarta)' memiliki banyak
macam dan aspek yang perlu dibahas. Berikut adalah
beberapa macam teori Perlindungan Hukum yang dapat
dibahas dalam konteks penelitian ini:

1. Perlindungan Hukum dari Perspektif Magashid
Syariah, Teori ini menggambarkan cara dan tujuan
perlindungan hukum terhadap orang dengan
gangguan jiwa (ODGJ) dari perspektif magashid
syariah.

2. Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan
Hukum Represif, Teori ini menggambarkan dua
macam perlindungan hukum yang dapat digunakan

untuk mengusahakan pengamanan dan pengakuan
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terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh
subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kesewenanganya.

3. Perlindungan Hukum dari Perspektif Hak Asasi
Manusia, Teori ini menggambarkan cara dan tujuan
perlindungan hukum terhadap orang dengan
gangguan jiwa (ODGJ) dari perspektif hak asasi
manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang
dimiliki oleh setiap manusia, termasuk hak
kehidupan, hak kebebasan, hak keamanan, dan lain-
lain.

4. Perlindungan Hukum dari Perspektif Kesehatan
Mental, Teori ini menggambarkan cara dan tujuan
perlindungan hukum terhadap orang dengan
gangguan jiwa (ODGJ) dari perspektif kesehatan
mental. Kesehatan mental merupakan aspek
penting dalam kesehatan individu, termasuk
kesehatan emosional, mental, dan sosial.

5. Perlindungan Hukum dari Perspektif Sosial, Teori
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ini menggambarkan cara dan tujuan perlindungan
hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa
(ODGJ) dari perspektif sosial. Sosial adalah aspek
penting dalam kehidupan individu, termasuk
hubungan dengan orang lain dan komunitas.
Dalam penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap
ODGJ Perspektif Magashid Syariah (Studi: Dinas
Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta)", beberapa aspek
dari teori Perlindungan Hukum di atas akan dibahas
secara lebih dalam, termasuk cara dan tujuan
perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan
jiwa (ODGJ) dari perspektif magashid syariah,
perlindungan hukum preventif dan perlindungan
hukum represif, perlindungan hukum dari perspektif
hak asasi manusia, perlindungan hukum dari perspektif
kesehatan mental, dan perlindungan hukum dari
perspektif sosial.
3. Teori Magashid Syariah

Teori Magashid Syariah merupakan teori yang
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menggambarkan tujuan utama syariah, yaitu keadilan,

kebersamaan, dan keamanan. Magashid syariah terdiri

dari tiga macam: al-ma'ruf, al-nahi, dan al-maslahah.'®

1.

3

Al-ma'ruf, merujuk pada perintah syariah yang
memerintahkan masyarakat untuk melakukan
perbuatan yang baik dan membantu masyarakat
tersebut untuk mencapai keadilan.

Al-nahi, merujuk pada perintah syariah yang
memerintahkan masyarakat untuk menghindari
perbuatan yang buruk dan membantu masyarakat
tersebut untuk mencapai kebersamaan.
Al-maslahah, merujuk pada perintah syariah yang
memerintahkan masyarakat untuk melakukan
perbuatan yang dapat mencapai keamanan dan
kesejahteraan yang lebih baik.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa

yang menjadi bahasan utama dalam maqgashid al-

18 Fahmi

R, dan Firdaus, “Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang

Magashid Al-Syariah,” Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 3 No. 2,

(Desember 2023).
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syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu
hukum. Dalam konteks penelitian "Perlindungan
Hukum Terhadap ODGJ Perspektif Magashid Syariah
(Studi: Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta)",
teori Magashid Syariah akan digunakan sebagai
referensi untuk menggambarkan tujuan utama
perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan
jiwa (ODGJ) dari perspektif magashid syariah.

Teori Magashid Syariah akan digunakan untuk
menggambarkan cara dan tujuan perlindungan hukum
terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari
perspektif magashid syariah. Magashid syariah adalah
tujuan utama syariah yang mencakup Kkeadilan,
kebersamaan, dan keamanan. Dalam konteks penelitian
ini, teori Magashid Syariah akan digunakan untuk
menggambarkan cara dan tujuan perlindungan hukum
terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari
perspektif ~ magashid  syariah,  yaitu  untuk

mengusahakan pengamanan, pengakuan terhadap hak-
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hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenanganya. '’

F. Metode Penelitian
Metode ilmiah dapat diartikan sebagai suatu cara
bagaimana penelitian itu harus dilakukan dengan
mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan. Selain itu,
metode penelitian ilmiah juga berbicara tentang tata cara
pelaksanaan penelitian secara sistematik dan objektif
mengikuti tahapan yang ada.’ Adapun yang penulis

lakukan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan dipakai adalah penelitian
lapangan (field research) vyaitu penelitian yang

dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek

1 Awis Candra Suminar. “Teori Maqgashid Al-Syariah Dan
Penerapannya Pada Perbankan Syariah,” https:/sties-
purwakarta.ac.id/2022/04/10/teori-magashid-al-syariah-dan-penerapannya-
pada-perbankan-syariah/ diakses pada tanggal 7 Mei 2024.

20 Suratman dan Philips Dillah, “Metode Penelitian Hukum
(Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya llmiah Bidang Hukum)”, cet.
ke-2 (Bandung: Alfabeta.,2014), him.35.


https://sties-purwakarta.ac.id/2022/04/10/teori-maqashid-al-syariah-dan-penerapannya-pada-perbankan-syariah/
https://sties-purwakarta.ac.id/2022/04/10/teori-maqashid-al-syariah-dan-penerapannya-pada-perbankan-syariah/
https://sties-purwakarta.ac.id/2022/04/10/teori-maqashid-al-syariah-dan-penerapannya-pada-perbankan-syariah/
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penelitian guna memperoleh data yang berhubungan
dengan perlindungan hukum terhadap individu dengan
gangguan jiwa di Dinas Sosial Daerah Istimewa
Yogyakarta, dan faktor-faktor apa yang memengaruhi
implementasinya, serta data-data yang didapat dari
studi kepustakaan atau (library research) baik itu
berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku,
dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian sebagai

pendukung dalam penulisan.

. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, terhadap
efektivitas perlindungan hukum terhadap hak asasi
individu dengan gangguan jiwa, dan faktor-faktor apa
yang memengaruhi implementasinya (di Dinas Sosial
Daerah Istimewa Yogyakarta). Analisis data yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data
primer dan sekunder yaitu yang data-datanya
diungkapkan melalui kata-kata, norma atau aturan-

aturan, dengan kata lain penelitian ini memanfaatkan
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data kualitatif.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan
dengan menitik beratkan perilaku individu atau
masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan yang
menjadi topik dalam penelitian ini adalah perlindungan
hukum terhadap individu dengan gangguan jiwa di
Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dan faktor-
faktor apa yang memengaruhi implementasinya,
peranan lembaga atau institusi hukum dalam
penegakan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap
masalah sosial tertentu atau sebaliknya dan pengaruh
masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.?!
4. Sumber Data
1) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang berasal dari

2l peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” (Jakarta: Kencana,
2005), him. 128.
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sumber asli atau sumber pertama secara umum Kita
sebut sebagai narasumber. Data ini tidak tersedia
dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk
file file. Data ini diperoleh langsung dari Dinas
Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta maupun pihak
terkait lainnya.
2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah
diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut
sudah tersedia saat kita memerlukan. Data ini
diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan
yang telah tersedia misalnya buku, jurnal, artikel
dan lain sebagainya. Data sekunder yang digunakan
pada skripsi ini antara lain adalah Undang Undang
Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Penanggulangan Pemasungan dan Bunuh Diri Serta

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.
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5. Teknik Pengumpulan Data

a.

Interview

Interview atau wawancara adalah metode
pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya
jawab dikerjakan secara sistematik dan berdasarkan
pada tujuan penelitian. Penulis dapat bertatap muka
langsung dengan responden untuk menanyakan
perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan
pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden
dan bahkan saran-saran responden.’> Dalam
interview ini penulis akan mempersiapkan terlebih
dahulu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
melalui interview guide (pedoman wawancara).
Pada metode waawancara, terdapat beberapa
narasumber yang diwawancarai oleh penulis,

diantaranya Bapak Heru Fitriantonsebagali

him. 127

22 Suratman dan Philips Dillah, “Metode Penelitian Hukum,”
(Bandung: Alfabeta, 2014),
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Penelaah Teknis Kebijakan Rehabilitasi Sosial,
Bapak Dwi Seto sebagai Pekerja Sosial Dinas
Sosial, dan Bapak Diki sebagai Fungsional Pekerja
Sosial Dinas Sosial DIY.
b. Dokumentasi
Peneliti melakukan pengumpulan data
dengan menggunakan berbagai sarana seperti
video, perekam suara, atau foto di lokasi penelitian.
Tindakan ini dianggap sebagai upaya untuk
memperkuat informasi yang diperoleh dari sumber
atau informan. Selain itu, pendekatan ini juga
dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan
terjadinya Human Error atau kesalahan manusia
yang tidak terduga selama proses pencarian data.
6. Analisis Data
Metode analisis yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah induktif, yaitu analisis dengan
menarik kesimpulan mengenai keseluruhan data

berdasarkan fakta atau informasi yang ada dalam
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bagian dari data tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk mempermudah pemahaman
pembaca terhadap keseluruhan konten penelitian ini,
penulis telah merancang secara cermat dan terstruktur
sistematika pembahasan. Struktur tersebut disusun dengan
cermat agar setiap bab memiliki kejelasan dan keakuratan
dalam penyampaian informasi. Rinciannya adalah sebagai
berikut:

Bab Pertama, menyajikan enam sub bab yang
merinci bagian pendahuluan. Sub bab-sub bab tersebut
melibatkan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, baik dalam
konteks teoritis maupun praktis. Selain itu, penulis juga
melakukan telaah pustaka untuk memberikan landasan
teoritis yang kuat, mengeksplorasi kerangka teoritik yang
relevan, dan merinci metode penelitian yang akan
digunakan. Dengan menyusun pendahuluan ini, pembaca

diharapkan dapat memahami secara komprehensif
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landasan, maksud, dan metodologi penelitian yang akan
dilakukan.

Bab Kedua, merupakan pembahasan teori yang
akan diterapkan dalam menganalisis permasalahan. Dalam
bab ini, penulis akan mengulas dengan mendalam beberapa
teori yang menjadi dasar penelitian, seperti Teori Hak
Asasi Manusia, Teori Perlindungan Hukum dan Teori
Magashid Syariah. Teori-teori tersebut akan dijelaskan
secara rinci sebagai referensi krusial dalam menganalisis
permasalahan di objek penelitian.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum tentang objek
penelitian, yaitu perlindungan hukum dan hak asasi
individu yang mengalami gangguan jiwa di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Penulis akan memberikan paparan
mendalam tentang profil Dinas Sosial Daerah Istimewa
Yogyakarta dan bagaimana perlindungan hukum
diimplementasikan di dalamnya.

Bab Keempat, berisi jawaban terhadap rumusan

masalah. Bab ini memuat hasil analisis dan pembahasan
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penulis mengenai pokok masalah yang terangkum dalam
penelitian ini. Fokusnya adalah perspektif Hak Asasi
Manusia (HAM) terkait perlindungan hukum bagi individu
dengan gangguan jiwa, efektivitas perlindungan hukum
positif terhadap hak asasi manusia, dan faktor-faktor yang
memengaruhi implementasinya di Dinas Sosial Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Bab Kelima, berperan sebagai bagian penutup yang
mengandung kesimpulan sebagai hasil dari keseluruhan
penelitian. Pembahasan mencakup jawaban atas rumusan
masalah sekaligus saran-saran relevan dengan kesimpulan
yang telah dihasilkan. Pada bagian ini, ditambahkan pula
daftar pustaka yang memberikan penjelasan mengenai
sumber-sumber  referensi yang digunakan dalam

penyusunan skripsi ini.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Dinas Sosial Daerah Istimewa Y ogyakarta telah melakukan
berbagai langkah untuk melindungi orang dengan
gangguan jiwa (ODGJ). Upaya ini mencakup verifikasi
kasus pemasungan, pemberian perawatan medis awal,
pembebasan dari pemasungan, dan rujukan ke fasilitas
kesehatan yang memadai. Meskipun peraturan sudah jelas
dan upaya sudah maksimal, implementasi di lapangan
menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam pelaporan
kasus pemasungan dari tingkat kelurahan. Kelurahan sering
kali kurang proaktif dalam melaporkan kasus pemasungan
kepada Dinas Sosial, sehingga menyulitkan penanganan
yang cepat dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa
meskipun prosedur sudah ada, keberhasilan program sangat
bergantung pada kerjasama antara masyarakat, kelurahan,
dan dinas terkait. Upaya peningkatan koordinasi dan

kesadaran di tingkat lokal sangat penting untuk

151
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memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi ODGJ.
Dalam perspektif magashid syariah, perlindungan terhadap
ODGJ adalah bagian dari pemenuhan prinsip-prinsip dasar
syariah yang meliputi perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal
(hifz al-"agl), dan kehormatan (hifz al-'ird). Upaya yang
dilakukan oleh Dinas Sosial DIY, seperti pembebasan dari
pemasungan, penyediaan perawatan medis, dan pemberian
jaminan kesehatan, mencerminkan komitmen terhadap
kesejahteraan fisik dan mental ODGJ. Perlindungan ini
juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang
menjamin hak ODGJ untuk mendapatkan perawatan dan
perlindungan yang layak. Implementasi maqgashid syariah
dalam konteks perlindungan ODGJ menunjukkan bahwa
nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dijunjung tinggi, yang
merupakan inti dari ajaran Islam. Dengan demikian, upaya
perlindungan ini tidak hanya memenuhi aspek hukum

positif, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika dalam Islam.
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B. Saran

1. Dinas Sosial DIY perlu mengadakan program sosialisasi
dan pelatihan bagi aparat kelurahan dan tokoh masyarakat
tentang pentingnya pelaporan kasus pemasungan untuk
memastikan semua kasus teridentifikasi dan ditangani
dengan cepat.

2. Memperkuat koordinasi dengan instansi kesehatan,
kepolisian, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan
penanganan yang komprehensif bagi ODGJ, sehingga
penanganan dapat lebih efektif dan efisien.

3. Mempermudah dan mempercepat proses pengurusan
jaminan kesehatan bagi ODGJ agar mereka dapat
menerima perawatan medis yang diperlukan tanpa
hambatan finansial.

4. Dinas Sosial DIY dapat menginisiasi penerapan sistem
pelaporan kasus pemasungan dan masalah kesehatan
mental berbasis digital yang terintegrasi dengan instansi
kesehatan, kepolisian, dan lembaga sosial. Sistem ini

memungkinkan pelaporan yang cepat, respons yang
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terkoordinasi, dan pemantauan kasus secara real-time.
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